

BAB V
PENUTUP
A.  Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   pembahasan   diatas,   dapat   diambil    kesimpulan diantaranya:

1.   Berdasarkan  sanksi  adat  yang  diberikan  kepada  bangsawan  ialah  sebagai bentuk penjagaan keberlanjutan regenerasi penerus keturunan bangsawan sekaligus  pernikahan  merupakan  hal  yang  suci  hendaknya  dilaksanakan dengan sepenuh hati. Adapun sanksi adat yang diberikan antara lain:

a.   Wanita     Bangsawan     Akan     Dibuang     (diteteh)     Dari     Garis
Keturunannya.
Dalam kontek pembuangan wanita bangsawan tersebut wanita yang menikah dengan keturunan yang tidak bangsawan, dengan alasan bahwa wanita bangsawan tersebut sudah mematahkan trah kebangsawannya, dilombok sasak menganut system patrilinear artinya garis keturunan akan ditentukan   dari   pihak   bapak,   sehingga   dalam   perkawinan   wanita bangsawan dengan pria jajar karang (non bangsawan) setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak diperbolehkan anak tersebut memiliki gelar bangsawan seperti Lalu, Baiq, Raden, Dende dan sebutan lain untuk kebangsawan.

b.  Tidak Boleh Mengadakan Pesta (Begawe) Besar-Besaran
Tidak diperbolehkan adanya pesta (begawe) secara besar-besaran, akan tetapi dicukupkan dengan prosesi pada saat akad nikah. Suatu yang

menjadi tradisi adat sasak Lombok ialah pesta (Begwe) dengan mendatangkan gamelan (gong Belek) sebagai bukti sekaligus syiar bahwa kedua pasang insan  manusia telah  melakukan  syari’at  perkawinan  dan dihalalkan segala bentuk tindakan bagi hubungan suami isteri bagi keduanya, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pransanga buruk (fitnah) dari kalangan masyarat terhadap kedua manusia yang melakukan perkawinan tersebut, akan tetapi dalam perkawinan wanita bangsawan dengan pria jajar karang mengadakan pesta tersebut tidak diperbolehkan. Hal itu merupakan sebagai akibat pelanggaran aturan adat bagi wanita keturunan bangsawan tersebut.

c.   Mahar diwajibkan dengan sebidang tanah serta bangunan rumah.
Sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai ganti atas penyedak bangsawan (perusak marga bangsawan), disamping alasan tersebut juga tujuan diadakannya mahar tersebut agar pihak pria jajar karang tidak mempermainkan perkawinan yang dilaksanakan sekaligus sebagai tempat kembali bagi wanita bangsawan apabila suatu saat diceraikan oleh suami.61
Dalam luas tanah yang menjadi mahar perkawinan bangsawan dengan

jajar karang tersebut ialah 3 atau 4 are, sedangkan untuk bangunan rumah yang dijadikan  mahar    tidak  ditentukan besar rumah tersebut,  akan  tetapi bangunan tersebut layak dikatakan rumah dan layak juga sebagai tempat tinggal.

61Ibid, lalu suryadi

Permberian sebidang tanah dan bangunan berupa rumah, sering menjadi permasalahan pemberlakuan hukum adat bangsawan Kotaraja manakala   jajar   karang   tersebut   tidak   memiliki   harta   benda   (miskin), bangsawan  sasak  Kotaraja memberikan  kemudahan  terhadap  pemuda  jajar karang yang miskin dengan cara menangguhkan pemberian sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut tidak harus seusai dilakasanakan dan atau pada saat proses perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi dibolehkan mahar tersebut diberikan nanti ketika kondisi perekonomian keluarga dari jajar karang dapat dikatagorikan memiliki kemampuan memenuhi pemberinan mahar tersebut.

d.  Wanita bangsawan akan dicoret dari daftar penerima warisan.
Dalam waris adat bangsawan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan yang berupa tanah ataupun rumah mereka hanya mendapat warisan berupabenda bergerak seperti emas yang berupa kalung, cincin, anting, dan sebagainya serta peralatan rumah tangga. Warisan yang berupa tanah dan rumah hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki atau ahli waris laki-laki, hal ini dikarenakan anak perempuan biasanya akan mengikuti suaminya dan menjadi tanggung jawab suaminya, sedangkan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, anak laki-laki akan membiayai kehidupan keluarganya kelak dan sebagai seorang kepala keluarga sehingga harta tersebut diharapkan dapat menjadi sumber hidupnya.

2.   Dalam penolakan pemberian wali oleh bangsawan kepada jajar karang jika melihat kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hal tersebut tidak dibenarkan, hal in dapat tersebut dapat dilihat dalam Pasal 61: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk

mencegah  perkawinan,  kecuali  tidak  sekufu karena perbedaan  agama  atau ikhtilaf al-dien.

B.  Saran
Terhadap bangsawan bahwa untuk menjaga keberlangsungan keturunan bangsawan memang hal yang wajar akan tetapi dalam kontek ketentuan bernegara maka hal tersebut haruslahs selaras dengan hukum positif di Indonesia, sehingga segala bentuk aturan adat dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun.

